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ABSTRAK 
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Oleh 
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Perlindungan hukum terhadap anak khususnya terhadap anak sebagai korban 

tindak pidana eksploitasi seksual harus ditegakan demi untuk kepentingan anak. 

Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab anak sebagai korban eksploitasi 

seksual, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum 

dalam mengurangi kejahatan eksploitasi seksual, serta untuk mengetahui bentuk 

perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan 

permasalahan : Bagaimana bentuk implementasi perlindungan hukum yang 

diberikan terhadap anak sebagai perkerja seks komersial dalam Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Human Trafficking) pada Unit Pelayanan Perempuan Dan 

Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung ? Apa saja faktor penghambat 

yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota 

Bandar Lampung dalam menangani dan mendampingi anak sebagai pekera seks 

komersial dalam Tindak Pidana Human Trafficking pada Unit Pelayanan 

Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung? 

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara normatif- 

empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primier 

dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan 

dan studi lapangan. Data yang diperoleh peneliti dari penelitian kemudian akan 

diolah dengan langkah-langkah yaitu dengan indentifikasi data, klasifikasi data, 

penyusunan data. Data yang diolah dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk 

selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian. 

 
Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat dinyatakan bahwa a) 

Bentuk implementasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai 

pekerja seks komersial dalam tindak pidana perdagangan orang (Human 

Trafficking) adalah melalui upaya-upaya  rehabilitasi, upaya perlindungan  dari 



Ayu Evi Sylvana 

pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghidari labeliasi, 

pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama 

proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesbilitas untuk dapat mendapat 

informasi perkembangan perkara. Upaya penanggulangan terhadap Anak sebagai 

Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Human Trafficking oleh Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Bandar Lampung sebagai 

Upaya preventif yang dilakukan oleh Unit PPA adalah dengan sosialisasi dan 

penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak terhindar dari kejahatan, 

dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak. b) 

Faktor penghambat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestas Bandar 

Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak antara 

lain: kurangnya kesadaran masyarakat sering dikaitkan dengan berperannya 

masyarakat sebagai saksi. b) jumlah atau kuantitas personil wanita (polwan) yang 

belum memadai, sehingga perlu peningkatan terhadap jumlah polwan agar 

mendekati rasio ideal. 

Sesuai dengan kesimpulan diatas peneliti menyarankan : a) Diperlukan 

Penambahan wawasan anggota Unit PPA dalam memberikan informasi 

penyuluhan bagaimana baiknya memberikan informasi kepada masyarakat agar 

masyarakat atau anak terhindar dari kejahatan dengan berkordinasi dan bekerja 

sama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak. b) Berkaitan 

dengan faktor penghambat upaya unit PPA dalam penanggulangan tindak pidana 

kekerasaan terhadap anak perlunya penambahan personil Polisi Wanita (Polwan) 

dan melengkapi sarana dan prasarana agar anak yang menjadi korban maupun 

pelaku merasa aman dan nyaman selama dimintai keterangan oleh penyidik. 

Kata kunci : Implementasi, Perlindungan Hukum, Anak Korban Pekerja 

Seks Komersial. 
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“Allow yourself to grow” 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO 

 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 

boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 

 
Selama ini kasus perdagangan manusia atau human trafficking masih sering 

terjadi. Sering kali perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan 

manusia. Tindakan ini tentu saja melanggar aturan yang ada serta bertentangan 

dengan harkat dan martabat manusia. Human trafficking merupakan bentuk 

pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang sudah diakui di semua Negara. 

Perdagangan manusia atau human trafficking pada anak bisa terjadi di dalam 

negeri maupun di luar negeri, praktik perdagangan anak sebagai pekerja seks 

komersial ini biasanya bermula dari tempat tingga pelaku atau penyalur dalam 

praktekmenjual dan memperdagangkan anak untuk menjadi budak seks dan 

pelaku alan mendapatkan keuntungan berupa uang atau lain-lainnya. 

 

Adapun yang menjadi korban dalam kegiatan ini adalah anak-anak di bawah umur 

merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa menjadi orang yang 

berguna untuk masa yang akan datang. Permasalahan ini juga dikaitkan dengan 

Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1990, menginstrusikan kaidah tersebut ke dalam hukum 

nasional, maksudnya pemerintah memiliki sebagai Negara peserta (state party) 

mengikatkan diri dan sekaligus menggunakan konvemsi tersebut sebagai sumber 
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hukum nasional yang berkaitan dengan implementasi konvensi hak anak, 

memiliki dua konsekuensi hukum, yaitu mengakui hak-hak anak (legislation of 

children right), kewajiban Negara untuk melaksanakan dan menjamin 

terlaksananya hak-hak anak (enforment of children rights). Secara universal, anak 

mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum bahkan berlaku sejak 

dalam kandungan. 

 

Masalah perdagangan orang (Human Trafficking) di Indonesia akhir-akhir ini 

terjadi peningkatan pelanggaran. Hal ini bukan masalah yang baru, tetapi sudah 

menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut hingga sampai saat 

ini belum dapat diatasi secara baik dan tepat oleh pemerintah. Korban dari 

perdagangan orang yaitu anak, dimana salah satunya anak diperdagangkan 

sebagai pelaku seks komersial. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mendefinisikan anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak 

yang masih dalam kandungan. 

 

Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 29 Tahun 2014 disebutkan juga 

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-hak nya agar dapat hidup ,tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi. Jika kita maknai lebih mendalam maksud dan 

tujuan dari aturan diatas ialah setiap anak berhak dan wajib mendaptkan kepastian 

perlindungan dalam seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan secara manusiawi. 
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Jika ditinjau dari anak sebagai pelaku pekerja seks komersial (PSK), terdapat 

berbagai persoalan yang menyangkut tuntutan hidupnya sehingga tidak merasa 

bersalah dan enggan untuk dilindungi. Mereka seolah-olah senang dengan 

perbuatan tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah tuntutan ekonomi dalam 

keluarga sehingga seks sebagai komoditi telah menumbuhkan suatu profesi yang 

memerlukan totalitas diri sebagai modal kerja. Tetapi bukan tuntutan ekonomi 

(kemiskinan) saja yang menjadi salah satu faktor timbulnya prostitusi . Tuntutan 

ekonomi (kemiskinan) suatu yang sangat parah, apabila akses pendidikan, 

kesehatan, atau kredit, misalnya tidak dimiliki oleh kelompok yang sangat 

membutuhkan. Disamping itu, ada kalanya pada mulanya tidak mempunyai niat 

untuk melakukan prostitusi, melainkan suatu jebakan dengan iming-iming 

dipekerjakan pada sebuah perusahaan, namun pada akhirnya ternyata 

tersebut dipaksa melakukan prostitusi. 

 

Fenomena prostitusi yang terjadi dalam masyarakat hampir menjadi habit dalam 

kehidupan sosial bermasyarakat yang berimplikasi pada unculnya eksploitasi 

seksual komersial yang lebih dikenal dengan praktek prostitusi. Problematika 

tentang praktek prostitusi merupakan persoalan yang kompleks dan sangat rawan, 

karena menyangkut tata kelakuan manusia yang immoral, berlawanan dengan 

hukum dan bersifat merusak tatanan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat 

majemuk. 

Anak-anak di bawah umur dimanfaatkan untuk dipekerjakan di lingkungan yang 

sangat tidak baik seperti tempat prostitusi atau sebagainya. Dimana hal ini sering 

terjadi tentunya kejadian ini sangat khawatir karena anak-anak harus dilindungi 

Negara agar mereka dapat tumbuh dengan baik, contoh kasus di Bandar Lampung 
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dikutip dari Children Crisis Center (CCC) Lampung, sebuah lembaga swadaya 

masyarakat yang perduli pada anak menyebutkan bahwa sedikitnya ada 38 anak di 

Bandar Lampung menjadi korban eksploitasi seksual dalam kurun waktu satu 

tahun. Tetapi, jumlah tersebut adalah korban yang bisa diselamatkan dan berdia 

didampingi. Masih banyak anak-anak yang menjadi korban dan belum 

mendapatkan dampingan. Contoh kasus lainnya yaitu Unit PPA Satreskrim 

Polresta Bandar Lampung mengamankan 7 pria terduga pelaku perdagangan anak 

dibawah umur, kamis (11/8). Para pelaku yang diamankan ada yang masih 

dibawah umur. Ketujuh warga Bandar Lampung, yakni DS (16), DI (18), FK (19), 

IS (18), OP (26), SB (20). Penangkapan ketujuh terduga pelaku dilakukan sekitar 

pukul 00.30 WIB di Royal Guest House di Jalan Pattimura, Kelurahan Gunung 

Mas, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Kasatreskrim 

Polresta Bandar Lampung, Kompol Dennis Arya Putra, didampingi Kanit PPA 

Iptu Gustomi mengatakan 7 pria tersebut sudah diamankan. Pak Dennis 

mengatakan dua orang berinisial DS (16) dan DI (18) sudah ditetapkan sebagai 

tersangka. Perannya sebagai yang menjalankan (ke pria hidung belang). 

Sedangkan 5 orang lainnya masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apa peran 

dalam perdagangan anak dibawah umur ini. Dennis juga menuturkan, para wanita 

yang menjadi korban perdagangan berjumlah 5 orang. Dari 5 wanita, 1 dewasa 

umur 21 tahun dan empat lainnya masih dibawah umur. Para korban antara lain 

berinisial SK (15), TA (14), SL (15), LN (21), dan DN (15) yang merupakan 

warga Kota Bandar Lampung. Bahkan, salah satu korban berinisal SK sudah saat 

ini dilakukan perawatan intensif di RSUD Abdul Moeloek karena mengalami 

penyakit di area sensitive korban. Dalam memperdagangkan para wanita tersebut 
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untuk melayani pria hidng belang dengan biaya yang diterima sebesar Rp. 300 

ribu. Soal dugaan penyekapan hingga 25 hari, Dennis membantah adanya 

penyekapan di Royal Guest House tersebut. Namun, ia membenarkan sudah 

bebrapa hari perdagangan anak itu terjadi. 

 
 

Anak-anak korban eksploitasi seksual yang tidak ingin mengungkap kasus yang 

dialaminya karena takut akan dipidana. Anak yang dipekerjakan tersebut akan 

mendapatkan dampak negatif yang sangat merugikan dari segi manapun, misalnya 

penyakit yang disebabkan oleh hubungan fisik yang belum saatnya, pengkucilan 

masyarakat, kemunduran moralitas, dan kemunduran potensi anak bangsa. 

 
Penanganan secara intensif dari seluruh elemen masyarakat agar dapat menyentuh 

pada lapisan paling rentan pada masyarakat, yaitu anggota masyarakat masih 

tergolong anak. Untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi 

korban maka kepolisian terkait, khususnya Polresta Bandar Lampung memberikan 

dampingan kepada korban. Berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Penyuluhan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Republik Indonesia, 

Kepolisian Unit dan Satuan Pelayanan Perempuan dan Anak Departemen Polresta 

Bandar Lampung disamping tugas menegakkan hukum terhadap perempuan dan 

anak yang menajdi korban kejahatan (termasuk korban kekerasan seksual). 

 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun 

proposal penelitia dengan judul : “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human Trafficking 
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(Studi pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar 

Lampung)”. 

 
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 
 

1. Permasalahan 

 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengungkapkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap 

anak sebagai perkerja seks komersial dalam Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (Human Trafficking) pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak 

Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung ? 

2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam menangani dan 

mendampingi anak sebagai pekera seks komersial dalam Tindak Pidana 

Human Trafficking pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian 

Resort Kota Bandar Lampung? 

 
2. Ruang Lingkup 

 
Penelitian ini termasuk dalam keterkaitan hukum pidana formil. Hukum 

pidana formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya 

perbuatan yang dimana titik beratnya terdapat pada perbuatan itu sendiri.
1
 

Sumber hukum formil pada hukum tertulis dapat berupa undang-undang, 

 

 

 

1
 
1
 Zuleha, Dasar – Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 42 
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doktrin, yurisprudensi, kebiasaan, traktat dan perjanjian.
2
 Ruang lingkup 

lokasi penelitian dilaksanakaan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2023. 

 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 
 

1. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human Trafficking 

Pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota 

Bandar Lampung Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak.. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam 

menangani dan mendampingi anak sebagai pekera seks komersial dalam 

Tindak Pidana Human Trafficking. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 
Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi 

dua, antara lain : 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, 

khususnya yang tergolong dalam hukum pidana, sehingga memberikan 
 

2
 Dr. Wahyu Sasongko, Dasar – Dasar Ilmu Hukum, Universitas Lampung, 2013, hlm. 24 
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tambahan wacana baru dalam memahami dan mempelajari ilmu hukum 

secara lebih rinci lagi, terlebih lagi yang berkaitan mengenai judul dari skripsi 

ini yang berupa bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human 

Trafficking Pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort 

Kota Bandar Lampung. 

 
b. Kegunaan Praktis 

 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat untuk masyarakat. Terutama apabila terjadinya tindak pidana 

Human Trafficking yang terjadi terhadap anak, masyarakat atau pembaca 

dapat mengetahui seperti apa implementasi terhadap pemulihan ini di dalam 

kehidupan sehari – hari. 

 
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 
 

1. Kerangka Teoritis 

 
Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, 

aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi 

acuan, landasan, serta pedoman untuk mencapai suatu tujuan dalam 

penulisan atau penelitian.
3
 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori ilmiah yang dikumpulkan 

dalam rangka untuk dijadikan landasan dari penelitian ini. 

 

 

 

3
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 

hlm.73. 
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a. Teori Perlindungan Hukum 

 
Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu 

kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. 

Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak 

melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak 

ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh 

karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, 

dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya 

kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari 

bahaya-bahaya yang mengancam, baik datang dari dalam maupun dari 

luar. Begitulah hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi 

hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak 

asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. 

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan 

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan 

hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu 

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 

mansyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat 

tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perseroan dengan pemerintah yang dianggap 

mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, 

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi 
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manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di 

berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum.
4
 

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan 

oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari 

hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan 

hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut 

bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut 

bersamaan. 

 
Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan 

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- 

hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep- 

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan 

kewajiban masyarakat dan pemerintah. 

 
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak korban pekerja 

seks dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UUPA No.35 

Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 antara lan: 

Pasal 59 

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan 

Khusus Anak. 

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1) diberikan kepada: 

a. Anak dalam situasi darurat; 

b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
 

4
 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53 
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c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 

f. Anak yang menjadi korban pornografi; 

g. Anak dengan HIV/AIDS; 

h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 

i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; 

j. Anak korban kejahatan seksual; 

k. Anak korban jaringan terorisme; 

l. Anak Penyandang Disabilitas; 

m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 

o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan 

kondisi Orang Tuanya. 

 

Pasal 59 A 

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

Ayat (1) dilakukan melalui upaya: 

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi 

secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan 

gangguan kesehatan lainnya; 

b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 

c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak 

mampu; 

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses 

peradilan. 

 

Pasal 64 

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b dilakukan 

melalui: 

a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya 

b. Pemisahan dari orang dewasa 

c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif 

d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional 

e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya 

f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur 

hidup 

g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali 

sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat 

h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum 

i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya 

j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya 

oleh Anak 
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k. Pemberian advokasi sosial 

l. Pemberian kehidupan pribadi 

m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas 

n. Pemberian pendidikan 

o. Pemberian pelayanan kesehatan 

p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

 

Pasal 66 

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf d 

dilakukan melalui: 

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual 

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi 

c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya 

masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap 

anak secara ekonomi dan/atau seksual. 

 
Pasal 68 

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau 

perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat 2 huruf h 

dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, 

perawatan, dan rehabilitasi. 

 
Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum. Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang 

diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang 

bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif 

(pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka 

menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 

hal, yaitu : 
5
 

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum 

dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan 

atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 

 
5
 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 41 
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yang definitive atau perlindungan hukum yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu 

pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam peraturan perundang-undangan 

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan 

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

 
2. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum di 

mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa atau merupakan 

suatu perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan 

hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau 

telah dilakukan suatu pelanggaran. 

 

 
b. Faktor yang Memperngaruhi Penegak Hukum 

 

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai 

reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana 

maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang 

lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, 

berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan 

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai 

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang 

akan datang.
6
 

Ada beberapa faktor yang dapat mebnghambat suatu proses penegakkan 

hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum tak hanya dalam 

pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi ada faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya, yaitu : 
7
 

1. Faktor hukum 
 

 

 

 
 

6
 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 

109 
7
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pnegakkan Hukum, Raja Grafindo 

Cetakan Kelima, Jakarta, 2004, hlm. 42 
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Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya 

itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari 

undnag-undang itu disebabkan : 

a) Tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang; 

b) Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 

menerapkan undang-undang; 

c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang akan 

berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. 

Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang 

dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu 

disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat 

ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang 

memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas 

(multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam 

penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya 

menimbulkan konflik. 

 
Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan 

kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah 

mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. 

 
2. Faktor Penegak Hukum 

 
Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak 

yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan 

hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas- 

petugas sipir pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum 

mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim 

berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu 

keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, 

hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari 
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penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan 

kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, 

sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat 

memutuskanya secara adil dan juga bijaksana. Namun 

permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya 

penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga 

penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis 

operasional di masing-masing penegak hukum. 

3. Faktor Sarana dan Prasarana 

 
Tanpa adanya atau dukungan sarana atau prasarana yang memadai, 

maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, 

yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi 

dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, 

keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak 

dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. 

4. Faktor Masyarakat 

 
Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau 

pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta 

tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi 

sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan 

dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta 

sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang 

ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat 

memudahkan penegak hukum untuk  mengidentifikasikan nilai-nilai 
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dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan 

tersebut. 

Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga 

dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian 

pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu 

mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk 

mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di 

lingkungannya. 

5. Faktor Kebudayaan 

 
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang 

sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar 

manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan 

menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada 

dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum 

yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi 

abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan 

apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor 

kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. 

 
2. Konseptual 

 
Konseptual adalah sesuatu yang menggambarkan hubungan antara konsep- 

konsep khusus yang mempunyai arti yang berkaitan dengan istilah yang 

diteliti dan diketahui.
8
 

 

8
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2019, hlm.69 
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a. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 

dalam bentuk Undang-Undang, perintah, keputusan eksekutif atau 

keputusan badan peradilan. Biasanya mengidentifikasi masalah yang 

ingin diatasi, menyebutkan seperti apa tujuan yang ingin dicapai.
9
 

b. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi 

masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati 

martabatnya sebagai manusia.
10

 

c. Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan yang harus dijaga, 

diberikan pendidikan secara baik, selain itu anak juga merupakan aset 

Bangsa yaitu sebagai generasi penerus yang harus dijaga dan 

mendapatkan perlindungan. Menurut konvensi hak anak, anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 Tahun.
11

 

d. Pekerja seks komersil adalah pelacuran atau sundal atau dikenal 

dengan istilah WTS (wanita tuna susila) yang sekarang lebih dikenal 

dengan PSK (pekerja seks komersil). 
12

 

e. Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam 

Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 

dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia 

9
 Solihin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model -Model 

Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012, hlm.140 
10

 Setiono, Disertasi : “Rule of Law”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 

2004, hlm. 3 
11

 Farid, Konvensi Anak, Jakarta: PT Gramedia, 2001, hlm.78. 
12

 Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak 

Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, Perdana Mitra Handalan, hlm. 1-3 
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mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada 

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.
13

 

f. Human Trafficking atau Perdagangan Orang adalah Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan  Orang pada Pasal1 angka (1), 

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun 

antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 

tereksploitasi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Skripsi ini disusun dalam bentuk lima bab, untuk mempermudah pemahaman 

penulisan secara keseluruhan adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai 

berikut : 

 
I. PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini berisi pendahuluan penyusunan penulisan skripsi yang terdiri dari 
 

 

 

 

13
 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

2001, hlm 7. 
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latar belakang penelitian, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoriritis dan konseptual serta sistematika 

penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan bagian mengenai literatur yang 

akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok 

bahasan yang diambil dari berbagai referensi terdiri dari pengertian anak, peran 

penegak hukum dan pemerintah dalam upaya pemulihan, dan teori-teori faktor 

yang mempengaruhi penegak hukum. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Bab ini berisi metode apa yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data, penentuan Narasumber, teknik pengumpulan dan 

pengolahan data serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapatkan dari 

penelitian, terdiri dari deskripsi implementasi pemulihan terhadap korban Sebagai 

Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human Trafficking pada anak dan 

apakah faktor penghambat penegak hukum dalam implementasi pemulihan 

tersebut. 
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V. PENUTUP 

 

Bagian penutup yang berisikan kesimpulan umum dari hasil analisis dan 

pembahasan penelitian yang telah dilakukan serta berbagai sarana sesuai dengan 

permasalahan yang ditujukan kepada Narasumber atau pihak-pihak yang terkait 

dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
A. Pengertian Perlindungan Hukum 

 
 

1. Pengertian Perlindungan Hukum. 

 
Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum 

agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum 

dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap 

sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang 

kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan 

perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena 

setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat 

penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya 

aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan 

perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam 

kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. 

 
Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum 

bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan 

dalam masyrakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindunagn 

terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai 



22 
 

 

 

kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan 

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk 

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.
14

 

 
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir 

dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 

masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut 

untuk mengatur hubungan prilaku antara angota-anggota masyarakat dan antara 

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan 

masyarakat. 

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. 

Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. 

Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini 

pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam 

hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih 

banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. 

Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan 

selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung 

terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.
15

 

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut 

belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di 

Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu 

menjamin kepastian dan rasa keadilan. 

14
 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 2000, hlm. 53 

15
 Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal 

Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I Tahun 1998, hlm. 17-18 
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Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita 

dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak 

yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana 

dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana 

khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan 

untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa 

memperhatikan pula hak-hak korban.
16

 

 
Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat 

abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang 

abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa 

dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas 

(kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya 

merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti 

pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun nonmateri. Pemberian 

yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, 

pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang 

bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan 

yang merendahkan martabat kemanusiaan. 

 
Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung 

pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan 

dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik 

 

16
 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana,Binacipta, Bandung, 2006, hlm 33 
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hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan 

pidana.
17

 

Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut: 

 
1. Asas manfaat. Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi 

tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban 

kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya 

dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban 

masyarakat. 

 

2. Asas keadilan. Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi 

korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa 

keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan. 

 

3. Asas keseimbangan. Karena tujuan hukum di samping memberikan 

kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk 

memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju 

pada keadaan yang semula (restitutio in integrum), asas keseimbangan 

memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban. 

 

4. Asas kepastian hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum 

yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya 

dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.
18

 

 
Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk 

menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam 

hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat 

dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan 

manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan 

peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, 

umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan 

apayang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara 

melaksanakan kepatuhan pada kaidah.
19

 

 
17

 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003, hlm 50 
18

 Dikdik. M. Arief Mansur, hlm 164. 
19

 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 39 
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2. Bentuk Perlindungan Hukum 

 

 
Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), 

yaitu : 

a. Perlindungan hukum yang preventif. 

 
Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk 

mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, 

perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa 

dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada 

kebebasan bertindak.Dan dengan adanya perlindungan hukum yang 

preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil 

keputusan yang berkaitan dengan asas freies ermessen, dan rakyat dapat 

mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana 

keputusan tersebut. 

Perlindungan hukum preventif adalah suatu perlindungan hukum yang 

diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum 

terjadinya suatu pelanggaran. Hal tersebur terdapat di dalam peraturan 

perundang-udangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran 

serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan 

suatu kewajiban. 
20

 

 

 

 

 
 

20
 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta, Magister 

Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14. 



26 
 

 

 

 

b. Perlindungan hukum yang represif 

 
Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi 

sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial 

menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 

3 (tiga) badan, yaitu: 

 
1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Dewasa ini dalam 

praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara 

tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum 

oleh penguasa. 

 

2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi 

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi 

pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah 

permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang 

merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi 

pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat 

membatalkan tindakan pemerintah tersebut. 

 

3) Badan-badan khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang 

untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut 

antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan 

Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, 

serta Peradilan Administrasi Negara. 
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Suatu perlindungan dapat dikatakan sebgai perlindungan hukum apabila 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Adanya jaminan pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. 

2) Jaminan kepastian hukum. 

3) Berkaita dengan hak-hak warga Negara. 

4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 

 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan atau sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi sesuatu hal dari sesuatu hak 

lainnya. Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari kata 

perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan 

yang diberikan oleh hukum, terkait pula denga adanya hak dan kewajiban, 

dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam 

interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek 

hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan 

hukum. 
21

 

Bentuk-bentuk perlindungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : 

a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik 

dan mental. 

b. Perahasiaan identitas korban dan saksi 
 

 

 

21
 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Korabn Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 

1987, hlm. 12 
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c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di siding pengadilan tanpa 

bertatap muka dengan tersangka. 

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat 

baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan pelaku 

kejahatan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum 

positif untuk menegakkan keadilan hukum sesuai dengan realitas masyarakat 

yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Rasa 

keadilan dan hukum harus ditegakan berdasarkan hukum positif untuk 

menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang 

menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus 

dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechttidee) dalam negara hukum 

(Rechtstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi 

sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus 

memperhatikan 4 unsur, yakni : 

1. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit) 

 

2. Kemanfaatan hukum (Zeweckmassigkeit) 

 

3. Keadilan hukum (Gerechtigkeit) 

 

4. Jaminan hukum (Doelmatigkeit)
22

 

 

B. Pengertian Umum Anak 

 
Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan yang harus dijaga, diberikan 

pendidikan secara baik, selain itu anak juga merupakan aset Bangsa yaitu 

sebagai generasi penerus yang harus dijaga dan mendapatkan perlindungan. 

Menurut konvensi hak anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

 

22
 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43. 
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Tahun
23

. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUPA No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002, menyatakan bahwa “Perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- 

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana secara teoritis dapat 

diberikan dalam berbagai cara tergantung kerugian yang dialami korban. 

Anak yang berperan sebagai korban dapat menderita dan mendapatkan 

kerugian fisik maupun psikis. kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka 

hingga kematian, sedangkan kerugian psikis dapat berupa mental yang 

terganggu, trauma berkepanjangan, hilang percaya diri, maupun rasa takut 

tiada henti.
24

 

1. Usia Anak 

 
Usia anak memiliki batasan yang berbeda-beda, tidak semua mengatakan 

bahwa seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. 

Berikut beberapa cakupan usia anak dari beberapa sudut pandang : 

a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 

1 Angka (1) memberikan batasan usia anak yakni seseorang yang belum 

berusia 18 Tahun. 

b.  Pasal 330 KUHPerdata menyatakan “Bahwa belum dewasa adalah 

mereka yang belum genap umur 21 Tahun dan lebih dahulu telah 

kawin”. 

 

 
 

23
 Farid, Konvensi Anak, Jakarta: PT Gramedia, 2001, hlm.78. 

 
24

 Haryanto Dwiatmodjo, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi 

Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas”, Jurnal Dinamika 

Hukum Vol.11 No.2, Tahun 2011. 
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c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 98 Ayat (1) menentukan 

batas usia anak yakni seorang yang belum berusia 21 Tahun, juga 

dikategorikan belum dewasa. 

d. Pasal 45 KUHP menyatakan “Dalam hal penuntutan pisana terhadap 

orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 

umur 16 Tahun”. KUHP yang menentukan belum cukup umur adalah 

seseorang yang berusia 16 Tahun berbeda dengan yang telah 

melampaui usia itu. 

 

 
C. Pengertian tentang Pekerja Seks Komersial 

 

 
Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual jasanya untuk 

melakukan hubungan seksual untuk uang. Di Indonesia pelacur (pekerja seks 

komersial) sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau 

sundel. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu 

buruk hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila 

tertangkap aparat penegak ketertiban, Mereka juga digusur karena dianggap 

melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena 

melanggar hukum.
25

 

 
Pekerjaan melacur atau nyundal sudah dikenal di masyarakat sejak berabad 

lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecer seputar mereka dari 

masa kemasa. Sundal selain meresahkan juga mematikan, karena merekalah 

yang ditengarai menyebarkan penyakit AIDS akibat perilaku seks bebas tanpa 

pengaman bernama kondom.
26

 

 

 

 

 

 

25
 Rakhmat Jalaluddin,Psikologi Komunikasi, PT. RemajaRosdakarya, Bandung, 2010, hlm 13 

26
 B. Simanjuntak, Pengantar Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 2005, hlm 23 
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Menurut Rakhmat Jalaluddin, banyaknya faktor yang melatar belakangi 

terjerumusnya pekerja seks komersial antara lain adalah Faktor Ekonomi. 

Ekonomi adalah pengetahuan dan penelitian azas penghasilan, produksi, 

distribusi, pemasukan dan pemakaian barang serta kekayaan, penghasilan, 

menjalankan usaha menurut ajaran ekonomi. Salah satu penyebab faktor 

ekonomi adalah sulit mencari pekerjaan-pekerjaan adalah kegiatan yang 

dilakukan setiap hari yang merupakan sumber penghasilan. Ketiadaan 

kemampuan dasar untuk masuk dalam pasar kerja yang memerlukan 

persyaratan, menjadikan wanita tidak dapat memasukinya. Atas berbagai 

alasan dan sebab akhirnya pilihan pekerjaan inilah yang dapat dimasuki dan 

menjanjikan penghasilan yang besar tanpa syarat yang susah. Berdasarkan 

survei yang dilakukan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) tahun 

2003-2004 menjadi pekerja seks komersial karena iming-iming uang kerap 

menjadi pemikat yang akhirnya justru menjerumuskan mereka ke lembah 

kelam. 

 
D. Pengertian Umum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Human Trafficking) 

 
Saat ini tindak pidana perdagangan orang (disingkat TPPO) merupakan 

kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena 

terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti white collar crime, 

organized crime dan transnational crime. 
27

 

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami 

pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah 

27
 Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan 

Pengaturannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 7 
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satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena 

akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi 

juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima 

kejahatan itu adalah perdagangan obatobatan terlarang (narkotika), 

perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan 

pencucian uang. 
28

Kejahatan TPPO adalah kejahatan yang melibatkan 

tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau 

menerima seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau 

lainnya, untuk tujuan mengeksploitasi mereka. TPPO menjadikan setiap 

tahun ribuan pria, wanita/perempuan dan anak-anak jatuh ke tangan 

pedagang, baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Setiap negara 

di dunia dipengaruhi oleh TPPO, baik sebagai negara asal, negara transit atau 

negara tujuan perdagangan orang.Perdagangan orang menjadi bisnis yang 

sangat menggiurkan.Uang yang beredar dalam bisnis haram ini menempati 

urutan ketiga setelah perdagangan narkotika dan penyelundupan senjata 

gelap. 

 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai wali dari 

Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United 

Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC) yang telah 

diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20096 berikut 

Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia 

(selanjutnya disebut Protokol Perdagangan Orang/Trafficking In Persons 

Protocol, pen.) membantu negara-negara dalam melaksanakan Protokol 

28
 Ibid. 
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Perdagangan Orang Protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan 

menghukum pelaku trafficking terhadap manusia, khususnya perempuan dan 

anak (selanjutnya disebut Protokol Trafficking). 

Dalam protokol ini pengertian trafficking adalah perekrutan, pengangkutan, 

pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melaluipenggunaan 

ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, 

penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau 

memberi, menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atas 

orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Bentuk dan modus operandi 

TPPO yang terjadi di suatu negara dibandingkan dengan negara lain memiliki 

karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum TPPO meliputi eksploitasi 

seksual (perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial), 

kerja paksa (pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak dan kerja 

paksa), perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antarnegara secara 

ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan melalui e-mail (mail order bride) 

dan perdagangan organ tubuh manusia.
29
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III. METODE PENELITIAN 

 

 
A. Pendekatan Masalah 

 
 

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan masalah melalui suatu 

tahapan-tahapan yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.
30

 

Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam 

skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam 

melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi 

lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan 

dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Bandar Lampung pada 

Tahun 2022. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian 

yang faktual. 

 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pertama, menggunakan metode yuridis 

empiris dimana pada penelitian ini menjelaskan mengenai pemberlakuan 

hukum atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa 

hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini juga 

merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu 

penelitian dengen meneliti  peraturan  hukum yang kemudian  digabungkan 

 
 

30
 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, Op. Cit, hlm.12 
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dengan data dan juga perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 

Berikutnya yang kedua, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan 

yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekuder belaka. 

Pada penelitian yuridis normatif ini, yang dimana hukum diidentifikasikan 

sebagai norma peraturan atau undang-undang, selain itu penulis juga akan 

menggunakan metode kepustakaan atau dengan cara literatur riview melihat 

dari berbagai literatur, dan jurnal penelitian-penelitian sebelumnya. 

 
B. Sumber dan Jenis Data 

 
 

Sumber data dalam penelitian jika dilihat dari sudut pandang sumbernya 

dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari wawancara dan data yang 

diperoleh dari studi kepustakaan untuk mendapatkan data dan jawaban pada 

penulisan skripsi, agar sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis data, sebagai berikut: 

1. Data Primer 

 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Narasumber. 

Data ini juga merupakan daya yang dapat diperoleh dari studi lapangan 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer diperoleh dari 

wawancara. 

 
2. Data sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan cara mempelajari studi 

kepustakaan, membaca, literatur, mengutip, Perundang-Undangan yang 
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berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder meliputi tiga 

bahan hukum diantaranya : 

a. Bahan Hukum Primer 

 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memliki kekuatan 

mengikat, dalam hal antara lain : 

1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

 
b. Bahan Hukum Sekunder 

 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung untuk 

memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, bahan hukum yang 

diperoleh dari Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, dsb. Antara 

lain: 

1) Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan 

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan 

Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. 

 
c. Bahan Hukum Tersier 

 
Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum 

tersier merupakan penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, misalnya buku-buku, literatur, ensiklopedia, internet, 

kamus, dsb. 
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C. Penentuan Narasumber 

 
 

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber tentang 

penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga Narasumber dapat memberikan 

informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun 

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian 

Resort Kota Bandar Lampung : 1 orang 

2. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung : 1 orang 

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) 

Kota Bandar Lampung. : 1 orang 

+ 

Jumlah : 3 orang 

 

 
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 
 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Prosedur pengumpulan data adalah tata cara yang dilakukan dalam 

pengumpulan data suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara studi kepustakaan (Library Research) dan studi 

lapangan. 

a. Studi Kepustakaan 

 

Studi kepustakaan ini memiliki arti yang berarti prosedur pengumpulan 

data sekunder melalui literatur, buku ataupun Perundang-Undangan yang 

terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian dengan cara 
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membaca, menelaah, mencatat informasi dan mengutip yang dianggap 

penting bagi penelitian. 

 
b. Studi Lapangan 

 

Studi lapangan adalah suatu bentuk kegiatan seperti observasi untuk 

memperoleh fakta dan data yan akurat dengan cara turun langsung ke 

lapangan. Salah satunya dengan cara wawancara, yag merupakan suatu 

proses Tanya jawab yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau 

data dari narasumber. Maka dari hasil wawancara akan diperoleh data 

kualitatif. 

 
Adapun teknik dalam wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti gunakan 

adalah teknik wawancara tidak terstruktur, dalam artian bahwa wawancara ini 

dilakukan oleh peneliti hanya dengan menentukan topik dan inti pertanyaan, dan 

selanjutnya peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber yang 

bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban atau menggali 

informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan. 

 
2. Prosedur Pengolahan Data 

 

Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil 

dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk di analisa.
31

Pada hasil 

penelitian ini data yang terkumpul kemudian diseleksi dengan melakukan edit, 

pencocokan data dengan objek penelitian, kemudian data diklasifikasikan 

 

31
 Julio Warmansyah, Metode Penelitian & Pengolahan Data, Yogyakarta: Deepublish,2020, hlm.19. 
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dengan meneliti data agar dapat dilakukan penilaian apakah data tersebut 

cocok dan dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya, data tersebut disusun 

secara sistematis ke dalam bentuk bentuk yang lebih mudah dibaca, 

diinterprestasikan dan dipahami. 

a. Identifikasi data adalah mencari data untuk disesuaikan dengan 

judul/pokok bahasan yaitu literature-literatur atau buku, dan instansi yang 

berhubungan dengan penelitian. 

b. Seleksi data yaitu data yang sudah diperoleh selanjutnya disesuaikan 

dengan pokok bahasan dan mengutip data dari berbagai sumber buku, 

literatur maupun instansi yang terkait. 

c. Klasifikasi data yaitu dengan menempatkan data-data yang didapat sesuai 

dengan aturan yang ada. 

d. Sistematisasi data adalah menyusun data berdasarkan tata urutan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan serta bahan sehingga mudah 

dianalisisnya data tersebut. 

 
E. Analisis Data 

 

 

Analisis data adalah usaha untuk menentukan jawaban atas segala permasalahan yang 

ada dan diolah menjadi sebuah laporan. Analisis data juga merupakan proses 

pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat dirumuskan 
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hipotesis dan mendapatkan jawaban yang tepat.
32

Metode analisis yang menjadi acuan 

peneliti adalah deskriptif kualitatif. 

 
Penggunaan metode deskriptif dalam pengolahan terhadap data primer maupun data 

sekunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang merujuk kepada 

aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan permasalahan 

yang dimuat kedalam bentuk deskriptif. Adapun dalam pelaksanaannya, dalam 

membuatkan data kualitasi ke dalam bentuk deskriptif selanjutnya akan diberikan 

data yang disajikan secara deduktif yang berarti menggambarkan dari fenomena yang 

umum dan akan mengecil menjadi suatu hal fenomena yang khusus. 
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V. PENUTUP 
 

 

 

A. Simpulan 

 

1. Bentuk implementasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak 

sebagai pekerja seks komersial dalam tindak pidana perdagangan orang 

(Human Trafficking) adalah melalui upaya rehabilitasi, upaya perlindungan 

dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghidari 

labeliasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau 

advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesbilitas 

untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara. 

 

Faktor penyebab anak sebagai korban eksploitasi seksual yaitu karena faktor 

lingkungan keluarga, faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, faktor 

lingkungan pergaulan dan faktor teknologi. Semua faktor tersebut faktor 

ekonomi yang lebih banyak menyababkan anak lebih mudah menjadi korban 

eksploitasi secara seksual yang dilakukan baik oleh keluarga, teman, ataupun 

oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak tersebut 

untuk mendapatkan uang. 
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Upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam mengurangi 

kejahatan eksploitasi seksual adalah dengan upaya preventif yaitu mengajak 

masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan 

mereka, mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya 

tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak 

yang berwenang, memberikan penyuluhanpenyuluhan serta mengajak orang 

tua untuk lebih memperhatikan anakanaknya. Upaya represif yang dilakukan 

adalah dengan menuntut pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dengan 

ancaman hukuman yang paling tinggi sedangkan upaya reformatif adalah 

dengan memperbaiki pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dengan ajaran 

agama sehingga tidak mengulangi tindak pidana eksploitasi seksual. 

 
 

2. Faktor Penghambat yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak 

Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam menangani dan 

mendampingi anak sebagai pekerja seks komersial dalam Tindak Pidana 

Human Trafficking pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian 

Resort Kota Bandar Lampung adalah faktor penegak hukum, faktor 

masyarakat, faktor sarana dan prasarana, dan faktor budaya. Berdasarkan 

analisa penulis dari keempat faktor tersebut, faktor penegak hukum dan 

kesadaran masyarakat. kurangnya kesadaran masyarakat sering dikaitkan 

dengan berperannya masyarakat sebagai saksi. Tidak dapat dipungkiri, 

apabila selama ini masyarakat mencoba untuk mengelak dimintai keterangan 

sebagai saksi. Sedangkan faktor penegak hukum jumlah atau kuantitas 
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personil wanita (polwan) yang belum memadai, sehingga perlu peningkatan 

terhadap jumlah polwan agar mendekati radio ideal. 

 

 
B. Saran 

 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai 

berikut : 

 
1. Ditujukan kepada para aparat penegak hukum dan lembaga yang bergerak di 

bidang perlindungan anak untu lebih meningkatkannya upaya prefentif untuk 

mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan aparat 

penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak kepolisian bekerjasama dengan 

istansi lain seperti pemerintah daerah, LSM yang begerak dibidang 

perlindugan anak, dan lain-lain dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa, 

sekolah-sekolah, dan dinas kesehatan tentang usia anak boleh dipekerjakan 

dan bentuk perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap anak secara 

umum, khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana hendaknya 

lebih luas yaitu ganti rugi atau biaya pendidikan sebagai sarana untuk anak 

manempuh pendidikan sampai tingkat yang lebih tinggi. 

 
2. Diperlukan Penambahan wawasan anggota Unit PPA dalam memberikan 

informasi penyuluhan bagaimana baiknya memberikan informasi kepada 

masyarakat agar masyarakat atau anak terhindar dari kejahatan dengan 

berkordinasi dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dengan 
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perlindungan anak. Berkaitan dengan faktor penghambat upaya unit PPA 

dalam penanggulangan tindak pidana kekerasaan terhadap anak perlunya 

penambahan personil Polisi Wanita (Polwan) dan melengkapi sarana dan 

prasarana agar anak yang menjadi korban maupun pelaku merasa aman dan 

nyaman selama dimintai keterangan oleh penyidik. 
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